
Mentui Perencanaan Pembangunan NasionrU

Kepala Badan Puencanaan Penbangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KE,PALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KXP.80 / M.PPN /HK/ 06/ 202s

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahw 2018 tentang
Pemberdayaan Industri perlu membentuk Tim Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan
Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pefiifitbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Mentcri
Petencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pcmbangunan Nasional tcntang Pembentukan
Tim Peningkatan Pcnggunaan Produk Dalam Negeri
Kementcrian Perencaflaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa pejabat dan pegawar yang fiafl:u'nya tercanturn dalarn
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
percy atan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai
anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Undang-Undal'rg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahrn 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesra Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan

Mengingat

Peraturan . . .



Menet4pkan

PERTAMA

KNDUA

-2

Pcraturan Pcmerintah Nomor 28 Tahun 2027 tcfitang
P eny elenggar aan Bidang Perindustrian ;

3. Peraturan Presiden Nomor i6 Tahun 2078 tentang
Pengadaan Barang/lasa Pemerintah seba1aifiana telah
drubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

4. Peratrran Presiden Nomor 67 Tahun 2Ol9 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahtm 2019-2024;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaim ana telah di:ubah
dengan Pcraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2027 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Peratllran Presiden Nomor 81 Tahun 2027 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangwan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangttnan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantalan dan Evaluasi Kegiatan dan Angg,arun;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangutan
Nasional /Kepala B adan P er enc ana an P emb angunan Nasional
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerla
Kementerian Pereflc^naan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangwan Nasional ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KXMENTERTAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Membentuk Tim Peningkatan Penggunatn Produk Dalam Negeri
Kementerian Perencanaafl Pembangunan Nasional/Badan
Petencan an Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut

Tim P3DN, dengan susunan keangotaan sebagaim,,na tercantum
dalam l.ampiran Keputusan in i.

Tim P3DN terdiri atas Tim Pengarah, Tim Monitorrng dan

Evaluasi, dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.

KETIGA



KITIGA

KEEMPAT

KXLIMA

KNENA"M

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan etas pelaksanaan
penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian
Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tulias Tim P3DN kepada Menteri Perindustrian selaku
Ketua Harian Tim Nasional PSDN secara berkala atau sewaktu-
w aktu ap abil a diperlukan.

Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas:

a. menginventarisasi rer,cana pengadaan Barangfiasa di
lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk
tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan,
penetapan Barangfiasa, c^rq jadwal, da:n ang;laran
pengadaan Barangflasa tahtn jamak (multi years) yang

dilaksanakan pada tahtn berjalan;

b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggLlnaan
produk dalam negen pad,a pengadaan Barang/Jasa pemerintah
sejak tahap perencanaan sampai deng n tahap pelaksanaan
pengadaan Barangfiasa di lingkungan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasronal/Badan Pevencanaan
Pembangunan Nasionall

c. memberikan rekomendasi kepada penanggurlg jawab
pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan hasil monitoring; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah
secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tim Fasilitasi Perbed,aan Penafsiran TKDN bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan Pusat Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian terkait
pemberian tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan

tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam
Negeri antara Produsen Bara,ng atau Penyedia Jasa dengan
Penanggung Jawab Pengadaan Barung/Jasa di Lin3kungan
Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P er enc anaan P emb angunan Nasional ; dan

b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan

perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri
kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dtmaksud pada

Diktum KXTIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Tim P3DN dapat

melrbatkan perwakilan dari I(ADIN, Asosiasi Industri , dan/ atau

kmbaga Verifikasi Independen sesuai dengan kebutuhan.

KXTUJUH:
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KEruJUH

KEDEI,APAN

KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan d,alam rangka pelaksanaan tugas
Tim P3DN dlbebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggatan
Biro Umum yang dialokasikan pada Pejabat Pembuat Komitmen
Dukungan Manajemen III.

Dengan ditetapkanllya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri
Perenc^naan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor KEP.77 / M.PPN /HK/ oG / 2022
tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri Kementerian Petencanaan Pembanganan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangtnan Nasional dicabtrt dan
diny4takan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 2 Jantari 2023.

Ditetapkan drJakafia
pada langgal20 Jtrni 2023

MENTERI PERXNCANAAN PF,MBANGI]NAN NASIONAL,/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,.

SUHARSO MONOARIA

ftd

Salinan sesuai dellgan aslinya
Kepala Brro Hukum,

z>-
RR. Rrta Erawati



A. TIM PENGARAH

Ketua

Anggota

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN A,{ENTERI PPN,/

K-EPALA tsAPPENAS

NOMOR KX,P.80 / M.PPN /HK/ 06/ 2023
TANGGAL 20 lUNt 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALA.N{ NEGERI

KEMENTEzuAN PERI,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menteri PPN/Kep ala Bappenas.

1. Sekrctaris Kementerian PPN/Sekretaris
UtafiraBappenas.

2. Inspektur Utama.

3. Deputi Bidang Ekonomi.

4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasr, dan
P engendalian P emb angunan.

TIM MONMORING DAN EVALUASI

Ketua : Inspektur Bidang Administrasi Umum.

Sekretaris : Kepala Biro Perencanaall, Organisasi, dan Tata
Laksana.

Anggota : 1. Direktur Industri, Pariv/isata, dan
Ekonomi Ikeatif .

2. Direktur Sistem dan Prosedur
Pemanfauan, Evaluasi, dan Pengendal\an
Pembaltgunan.

3. Kepala Pusat Data dan Informasi
P et enc anaan P emb angu.nan.

4. Sri Suharto, SE., QLA.

5. Toni Priyanto J., S.Kom., ME.

6. Yanuar Adiantoro, SE., Ak.

7. Ari Setiawan, SE.

8. Tiara Khansa Nabilah, A.Md.M.

B

9. Rizka
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9. Rizka Ramadhani, A.Md.M.

10. Fadhilah Sophia Latupono, A.Md.Kb.N.

11. Raden Achmad Yusuf, A.Md.Kb.N.

12. Eka Putri, A.Md.Kb.N.

C. TIM FAS]LITASI PERBEDAAN PENAISIRAN TKDN

Koordinator : Kepala Biro Hukum.

Sekretaris : Kepala Biro Umum.

AngSota : 1. Tuhu Wagiono, S.Sos.

2. l{ahmal Jumadi, S.Sos.

3. Hendra Wah arut Prabandani, SH., LLM.

4. Nurpi, SE.

5. Muhammad Arif Rachmansyah, A.Md.

6. Cory Fadila, SE., M.Sc.

7. Eko Purwanto, ST., MPWK.

8. Vina Vitriana, SE.

9. tusti Ruby Amalia, ST.

10. Budi Kurniadi Yunis, A.Md.Ak.

11. Dini Aryani Safitri, A.Md.Kb.N.

I2. Fira Tri Mardani, A.Md.Ak.

13. Dian Vitria Ningsih, A.Md.Ak.

14. Atika Maulidina Ridho, A.Md.Kb.N.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd.

Z:-
RR. Rita Erawati


